BAB I
KOPERASI DAN KJK'S

A. KOPERAS
1. Pengertian Koperasi
Koperasi berasal dari perkatalan/codan operasiperation yang
mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujudoperasi adalah
suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-oraeng l@dan-badan,
yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebaggota, dengan
bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaimayk
mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggot&refinisi tersebut
mengandung unsur-unsur bahwa
a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpuladain@kan
tetapi persekutuan sosial.

b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadapratian agama.

c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah aiagmggota
dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untiderfze sama
demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undanggindanor 12 tahun
1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekorakgat yang berwatak
sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badamhkoperasi yang
merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha lagbgadasar atas asas
kekeluargaan.

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya ysergidul
“10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa; koperasah

! Arifin Sitio Halomoan TambaKoperasi Teori dan PraktekJakarta : Erlangga, 2001),
him. 16.

2 http:/www. arti pengertian definisi fungsi dan peranan kagsérindonesia dan dunia
ilmu ekonomi koperasiom.
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perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengaanysauksendiri
hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebutatigiterangkan
sebagai berikut:

a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.

b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebd@ammencapai
apa yang diinginkan.

c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai rpbgngan-
pertimbangan ekonomis.

Prof. Marvin A. Schaars seorang guru besar tkmversitas of
Wisconsin,Madison USA mengatakan: “Koperasi adalah suatu rbada
usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalidgh anggota yang
adalah juga pelanggannya dan dioperasikan olehkan€eian untuk mereka
atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.

Dari pernyataan Koperasi ICA (Perserikatan Koperasi
Internasional) Koperasi ialah sebuah persatuan si@lyang berautonomi
yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi kepefbersama di
bidang ekonomi, sosial dan budaya dan aspirasi mgngertubuhan yang
dipunyai bersama dan dikawal secara demoRrasi.

Definisi diatas nampak sederhana, tetapi di dalanteykandung
makna yang luas. Koperasi mengandung dua unsuy, yasur ekonomi
dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem seébagaimana
diketahui sistem itu merupakan himpunan komponenganen atau
bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sberfungsi
mencapai tujuan. Sendi dasar koperasi yang pertd@@sumber dari
pengalaman koperasi yang pertama di Rochdale, ilhngghun 1984,

karena itu sering disebut prinsip-prinsip RochdBl@nsip yang ditemukan

* Bahri Nurdin, Perkenalan Dengan Beberapa Konsep Ekonomi Kopefdakarta::
Fakultas Ekonomi Ul, 1993), hal.7.

* M. Firdaus PerkoperasianBogor : Ghalia Indonesia, 2004 him. 39

> Ibnoe Soedjono, 2001Jati Diri Koperasi. ICA Co-Operative Identity Statent.
Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad Ke-2lembaga Studi Pengembangan Perkoprasian
Indonesia. Jakarta, him. 4.
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atas dasar pengalaman itu, kemudian dipergunakemmaepedoman bagi
para penggerak dan pelopor koperasi di seluruhaditada kurun waktu
yang hampir bersamaan, prinsip-prinsip yang sejuga ditemukan dan
dikembangkan oleh Raffeise dan Herman Schalde [ednan. Dalam
perkembangannya kemudian, tiap Negara selalu meajas diri dengan
kondisi masing-masing dalam menerapkan prinsipspintu. Namun
beberapa yang bersifat mutlak dan menjadi ciri at@nganisasi koperasi
tetap dipertahankan sampai saat ini di seluruhaduiieh karena koperasi
yang berdiri di Rochdale itu adalah koperasi korsumaka beberapa
prinsip di antaranya nampak kaitan yang erat derigagiatan usaha
konsumsi tersebit.

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undangdoigd
koperasi tahun 2012 No. 17 tentang Pokok-pokok qpertasian adalah
sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan olekangr
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengansadeami
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk raekgi
usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bediandang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai ptarsip

Koperasi.”’

Dengan demikian dari pengertian tersebut hakikgekasi adalah
kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-oratag kelompok
yang mengutamakan kegiatan yang bersifat kerja ,sgotang royong
berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajibamy# koperasi
adalah merupakan wadah demokrasi ekonomi dan skai@na koperasi
mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin besrearbbahwa
koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pddsarnya harus diatur
serta diurus sesuai dengan keinginan para anggotaherarti bahwa hak

tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat arayoperasi. Cara-cara

® Ninik Widiyanti, Koperasi Dan Perekonomian Indonesiakarta : Bina Aksara, 1989,
him. 12

’ Pandiji Anoraga dan Ninik Widayanfinamika KoperasiJakarta : Rineka Cipta, 2003
cet. 4, him. 4
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atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengeglokkan itu tentunya
dari suatu negara ke negara lain berbeda-beda.ePemgpkan atau
klasifikasi koperasi atau istilah apa pun yang dakan, memang
diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yisgmgukan di antara
sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, ssladnominya, lapangan
usaha, ataupun afiliasi keanggotaannya dan selyagain
. Asas-Asas Koperasi

Menurut Undang-Undang No0.25/1992, pasal 2 tagkan
bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi, habuersejalan dengan
penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta pamjalged

Hal tersebut juga menurut pedoman penghayai@dan
pengamalan Pancasila bahwa manusia Indonegimany mengakui
kodrat kemanusiaannya sebagai mahluk pribadngy mempunyai
potensi, inisiatif, daya kreasi yang harus dikenglian secara selaras,
serasi, dan seimbang di dalam kehidupan Is@nakat. Dengan
kesadaran mengenai kodrat manusia sepertinimka setiap manusia
Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapsdteb@ang dengan
baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota anakgt lainnya.

Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorongodhnya
sikap mental yang mengarah kepada semandalukegaan. Dengan
diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai lagasrasi, maka ia
diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada nmassupag orang
yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk semsa bekerja sama
dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengansedsakawan yang
tinggi.’

Rasa setia kawan yang tinggi sangatlah pgnértinya bagi
perkembangan usaha koperasi, sebab hal térsgtan mendorong

setiap anggota koperasi untuk merasa sebagaikeatarga besar yang

8 Revrisond BaswirKoperasi IndonesiaYogyakarta, BPFE, 1997, him. 45
? Ibid. him. 46

19



senasib dan sepenanggungan dalam memenuhitukabu hajat

hidupnya.

Dalam pengembangan koperasi rasa setia kawan wérbabus
didukung oleh unsur penting lainnya, yaituamgh kesadaran akan
harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri, ketigsur itu, rasa setia
kawan, kesadaran akan harga diri dan kepercayadm g¢ia diharapkan
akan saling memperkuat setiap anggota kopedathm melakukan
usaha untuk meningkatkan kemakmuran bersdma.

. Fungsi Koperasi dalam Masyarakat

Fungsi-fungsi koperasi Indonesia tidak dapat difkaa dari
situasi dan kondisi, dari latar belakang budaytadatar belakang sejarah
dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yaitu:

a. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai algtigegan rakyat
Indonesia dibidang ekonomi untuk meningkatkan tdrafup dan
kedudukan ekonominya serata melaksanakan pasal (B3 1P45
serta penjelasannya.

b. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai algtgegan rakyat
Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi nasilmlonesia.

c. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai genateamyarakat untuk
mensukseskan pembangunan nasional Indonesia senjamin hari
esok yang sejahtera dan bahagia.

d. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai soka gkonomi
nasional Indonesia yang menjamin kemajuan sertaakemran
bersama rakyat Indonesia.

e. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alatematu rakyat
Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untukvumedkan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasagplncasila
dan UUD 1945

%1bid. him. 47
! Revrisond BaswirKoperasi IndonesiaYogyakarta, BPFE, 1997, h. 45
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4. Jenis-Jenis Koperasi
Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 17 péaalaun 2012,
jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatdrauwlan kepentingan
ekonomi anggita, yang merupakan susunan ekonelmgai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Sedangkan koperasi dalam prakteknya di bagnjadi lima
golongan yaitu:
a. Koperasi konsumsi
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyebraggn
fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jas& am¢menuhi
kebutuhan anggota, sebagai konsumen akhir. Iderditggota disini
adalah anggota sebagai pemilik, dan sebagai pedahkpembeli atau
konsumen terhadap koperasinya. Koperasi konsumsi |
meminjamkan barang-barang yang di perlukaetiag hari.
Misalnya: beras, gula, garam, dan minyak kefapa
b. Koperasi simpan pinjam uang
Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredialah, usaha
yang bergerak pada simpan pinjam uang. kopdmsdidirikan
untuk member kesempatan kepada anggota-anggotany
memperoleh pinjaman dengan mudah dan murah.
c. Koperasi produksi
Koperasi Produksi adalah, koperasi yang bekgetalam
bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjublang-barang,
baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai misgsi maupun
orang-orang (anggota) koperasi. Contohnya: kapengeternakan
sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi bdatidain-lain.
d. Koperasi Jasa
Koperasi jasa keuangan syariah berdasarkan kelarny

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kegil Menengah

2Dra, Nanik Widiyanti, Sunindhia, S.H{operasi dan Perekonomiaan Indonesia
PT Rineka Cipta, Jakarta,1992, him. 49.
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Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/IKUKM/IX/2004 tamg
petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasaangan
Syariah merupakan realisasi yang tumbuh aubur datesyarakat
ekonomi Indoensia terutama dalam lingkungan Kopetas Usaha
Kecil dan Menengah.

Koperasi jasa keungangan syariah adalah kopgeasy
kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaamstasi, dan
simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Demtganikian semua
BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalamkK®
mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operabiga asal
saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yaladier

Koperasi ini menggunakan landasan al-qura’an dadish
dalam melakukan pengelolaan keuangan. Seperti dnakoperasi
baitul maal, koperasi LKI buanaa kartika dll.

e. Koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha atau Koperasi Unit D@€dD),
organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan dpksi dan
kehidupan rakyat di daerah pedesaan. Koperasiit UDesa
bertujuan, mengembangkan ideologi dan kehiduparkoperasian
dan mengembangkan kesejahteraan anggota khasusny
kemampuan daya kreasi, untuk meningkatkan yk®d dan

penjualan.

B. Koperas Jasa Keuangan Syariah
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi danhfldeecil
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KWKK/2004
tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Kopéaaa Keuangan
Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dataasyarakat
ekonomi Indoensia terutama dalam lingkungan Kopelas Usaha Kecll

dan Menengah.
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Koperasi jasa keuangan syariah adalah badan usgleaaki yang
beranggotakan seorang atau badan hukum koperagamenelandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam (pata hasil ) sekaligus
sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarasi@s kekeluargaan.
Kegiatan yang dijalan koperasi jasa keuangan dyaaialah kegiatan
yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyatumka melalui
jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota ksipeyang
bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya.

Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomiiayatapat
diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indorgsigkan mempunyai
nilai positif membangun masyarakat Indonesia dakagiatan ekonomi
sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi ayamempunyai
nilai lebih dibandingkan dengan sitem ekonomi komumaupun
ekonomi kapitalis.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas bergaman Isidalah
lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariamaBia tinggi
kualitas kemampuan seseorang dan integritas dimjgalakan semakin
tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariat gieda yang lain.
Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani damangat jihad yanbg
membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaramagdalam
segala unsur dunia. Hal ini sinergis dengan do’arasg muslim
“Allaahuma Ashlikhi dini aladzi huwa ‘ismatu amgang artinya Ya
Allah perbaikilah keyakinan agamaku karena dengaraa agamaku itu
akan menuntunku dalam melaksanakan segala urubatugan”

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara sy&lah tumbuh
dan berkembang di masyarakat serta mengambil baggating dalam
memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat termunculan
BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukumreagpeHal inilah
yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usahail Kaan

Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor

91/kep/MKUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan yangetiut Koperasi
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Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yag@tn usahanya
bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan sinmpaeauai pola bagi
hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang didéndonesia
dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukian Legal
kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketenperundang-
undangan yang berlaku.
2. Prinsip dan Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafasar
mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikdardunia dan di
akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembagaakgan yang
dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama haihiadari*®

Di dalam al-Qur’an tidak menyebutkan lembaga keaanggecara
eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organsasagaimana
organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qurkamsep dasar
kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabagmtakeya
mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qubalam Sistem
politik misalnya dijumpai istilah goum untuk menukkan adanya
kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan Yaing Konsep tentang
Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalaramisgsi moderf*

Pedoman lembaga keuangan syari’ah dalam beropstakih al-
Quran surat al-Bagarah ayat 275 tentang Sistemjambkkan diri dari
unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil datagangan.
¢ 0OD>EH>E60 0N A A Lo S
¢S AREO>060 oo B-FAOE PO W F
ONAA Lo de READ>000 o HNOX@ -+RO
IO D0 W@a S L JO M =3 Sd[af =g 16)
A& 1w @@ g LY AN @e S FITE
srRO¥ RO BX-MAMNwa L ALV ¥k XTIV

3 Suhrawardi K. LubisHukum Ekonomi Islamlakarta: Sinar Grafika Cet. I, 2004,
him. 34.
“Ibid.,
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Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) rilwak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukgatss lantaran
(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikiu, adalah
disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungmual beli itu sama
dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jumdli dan

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampedemya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambi), Maka baginya
apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datangndmn); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kkeerfroangambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;ekaerkekal di

dalamnya.(al-Bagarah :275).

Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendakilhgh, sedang
dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki mgethPada riba
berarti memberi uang ataupun barang dan mengamiib&li pada waktu
yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tammbdha pokok yang
diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalanniak berupa benda
maupun berupa usaha. Tidak pula diambil denganrdesadhaan si
pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya makmydk pula

> Departemen Agama Republik Indone#i&;Quran dan Terjemahnydakarta: Depag
RI, 1997, him. 63

' Teuku Hasbi ash- Shiddiegyafsir al-Quranul Madjied An-NurJakarta: Bulan
Bintang, 1965, him. 68.
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pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahag yiaak diridhai

itu adalah riba.

Menurut Boesono, paling tidak ada tiga prinsip ohaltgperasional
ekonomi syariah yang berbeda dengan ekonomi kororals terutama
dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dij@lggpara bankir,
yaitu:*’

1. Prinsip Keadilan, yakni imbalan atas dasar bagil hden margin
keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersamea dvdak dan
nasabah.

2. Prinsip Kesetaraan, yakni nasabah penyimpan daregggpna dana
dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadapikoe dan
keuntungan yang berimbang.

3. Prinsip Ketenteraman, bahwa produk bank syariahgrket prinsip
dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan meneraalkat harta).

Akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yandpdmes syariah,
akan tetapi pada prktek pelaksanaanya tidak ubadepgan lembaga
keuangan konvensional, kita semua berharap bahweken&enar-benar
menerapkan sistem syariah sehingga tidak salingigilen satu sama
lain. Demi kemajuan sektor keaungan Indonesia.

KJKS dalam pengelolaannya jika dibandingkan denlgambaga
keuangan konvensional memiliki perbedaan secarsiprdan nilai-nilai
yang mendasari penciptaan produk dan jenis trangaks) dilakukan
(Kementerian KUKM, 2012). Kegiatan tamwil yang #ganakan oleh
KJKS memiliki kesamaan dengan bank syariah, namamgga pasar
KJKS lebih banyak melayani usaha mikro. KJKS memnitierbedaan
dengan bank syariah, dikarenakan adanya kegratal yang bersinergi

dengan kegiatantamwil, sebagai upaya membangun karakter dan

memberdayakan usaha ekonomi anggota. KJKS tidakahamenjalin

hubungan bisnis, tetapi juga sosial ekonomi daroHaarian melalui

him. 67

Y Heri SudarsonoBank dan Lembaga Keuangan Syarislogyakarta: Ekonosia, 2004,
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pendidikan, pendampingan teknis manajemen dan teegieeagamaan
anggota (Kementerian KUKM, 2012).

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkamahsyslam
ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri darialikonsep akad.
Kelima konsep akad ini dapat digunakan baik dalahidupan sehari-
hari, maupun dalam transaksi yang dilakukan olehblga keuangan.
Dalam operasional koperasi syariah ada lima kongapg menjadi
landasanya yaitu 1) sistem simpanan (al-wadiah)ag) hasil (sirkah), 3)
jual beli (tijarah), 4) Sewa (al-ljarah), 5) jasal Ajr wal umullah).
Konsep ini telah diatur oleh undang-undang no 2Lna2008 tentang
perbankan syariah dan telah dipraktekkan dalamugrdghnk syariah,
karena undang-undang koperasi tidak mengatur hal in

Koperasi syariah secara operasional bekerja atasr dasas
kekeluargaan, tolong menolong, saling menguatkaeadikan dan
manfaat, dengan memegang prinsip sebagai berikut:

1. Koperasi syariah menegakkan prinsip ekonomi islatuyamanah,
mubah dan adalah
2. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatanyaabardpada
prinsip syariah islam sebagai berikut :
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilakaan
secara konsisten dan konsekwen
c. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, trasnpdaan

profesional

d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil da

berimbang sesuai pola bagi hasil

e. Jujur amanah mandiri

f. Mengembangkan sumber daya manusia sumber daya

ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.

g. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggotar ant

koperasi serta lembaga.
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KJKS adalah Koperasi yang mengkhususkan diri padaljasa
keuangan syariah melalui kegiatawaal dantamwil. KJKS melaksanakan
kegiatanmaal yaitu menghimpun dana ziswaf untuk disalurkan dan
didayagunakan bagi paraustahig/mauquf alainKegiatan sosialb@itul
maal yang dilakukan oleh KJKS merupakan upaya proteitau jaminan
sosial untuk menjaga proses pembangunan masyarakiakin
anggota/calon anggota KJKS melalui usaha produk&hjadi pelaku
usaha mikro. Jika KJKS sebadmitul maal berfungsi sebagai lembaga
sosial, maka KJKS sebagai baitul tamwil berfungsbagiai lembaga

bisnis yang mencari keuntungan dengan konsep by@dragi hasil).
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